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A. Dasar Pemikiran
Pemerintah daerah adalah pelaksana fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD). Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, DPRD memiliki peran yang cukup central dalam pelaksanaan pemerintahan. Posisi central tersebut juga tidak akan seimbang tanpa di imbangi dukungan eksekutif dalam menjalankan fungsinya. 

Fungsi DPRD sebagai pembuat peraturan daerah merupakan peran central yang strategis dalam pembangunan bangsa, terutama pada masyarakat daerah, sehingga dari peraturan dan kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD akan menciptakan masyarakat yang teratur dan berlandaskan hukum yang berlaku.

 Mahasiswa seperti halnya DPRD, juga sama pentingnya dalam pembangunan bangsa, memiliki hubungan mutualisme yang berarti sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak, DPRD mengeluarkan perda yang kemudian mahasiswa yang menjadi pintu utama dalam pengawasan perda tersebut dalam segi substansinya. Dengan hubungan tersebut, akan mempercepat terwujudnya adil dalam tataran masyarakat.

Dalam program magang yang dilaksanakan oleh Laboratorim Hukum Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Malang, mengarah pada pembentukan skill dengan penyiapan sarjana strata satu yang sudah siap dalam lapangan kerja. Tentunya arah tersebut dilatar belakangi lulusan yang belum matang dan belum siap dalam lapangan kerja. Arah kurikulum tersebut berbasis kompetensi berkarakter pengenalan dunia praktis lebih besar dibandingkan teoritik. 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (FH-UMM) telah melakukannya dengan warna kurikulum dinamis dan progresif seperti menyelenggarakan kemahiran hukum, praktikum dan Magang yang merupakan penerjemahan visi “mencetak sarjana hukum yang religius, profesional dan humanis”, untuk mewujudkan proses pendidikan hukum yang holistik, kritis yang berorientasi pada profesionalisme education oriented.  

Magang merupakan salah satu variabel kurikulum yang sangat penting dalam mewujudkan visi tersebut, untuk itu setiap tahun Magang menjadi rutinitas yang penting dalam penyelenggaraan akademik, yang diharapkan dengan Magang output Fakultas Hukum – UMM menjadi yang terdepan dan mampu mensejajarkan diri dengan lulusan perguruan tinggi lain baik secara kuantitas, kualitas dan moralitas, ini sesuai dengan visi Universitas Muhammadiyah Malang, “Membangun Wacana Keilmuan dan Keislaman”. 

Magang merupakan mata kuliah wajib, jumlah 2 (dua) Sistem Kredit Semester (SKS), yang bobotnya sama besarnya dengan mata kuliah lain, yang mana diharapkan menjadi penyangga kerangka teoritik disiplin ilmu hukum yang diterima, yang perkuliahannya di lembaga atau instansi baik pemerintahan maupun swasta.Beberapa dasar  pemikiran  dan  output  yang diharapkan dari Magang adalah: Pertama, mahasiswa perlu dikenalkan dengan dunia kerja setelah selama tujuh semester menerima keilmuan hukum yang sifatnya teoritik; Kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan dan mengoperasinalkan serta memadukan keilmuan yang telah diterima pada bangku perkuliahan pada dunia kerja; Ketiga, mahasiswa mampu mengambil pengalaman baik disiplin, cara bekerja dan kompleksitas dunia kerja; dan Keempat, mahasiswa mampu menganalisis dan  memberikan solusi ( problem solving ) bagi kompleksitas penegakan hukum di Indonesia yang belum mampu bangkit dari tidurnya yang panjang, akibat kultur, substansi dan struktur hukum yang bobrok.  

Keempat out put di atas tentunya tidak berlebihan, karena konsep Magang pada tahun akademik 2010 ini didesain lebih dinamis dan memberikan ruang bagi peserta Magang memilih tempat yang mereka inginkan yang sesuai dengan disiplin keilmuan hukum masing-masing, dan dibimbing Dosen Pembimbing Lapangan yang berperan membimbing dan memberi masukan pada peserta Magang. Pelaksanan Magang juga dilakukan secara terpadu dan terukur dibawah kontrol dan pengawasan Laboratorium Hukum sebagai unit pelaksana teknis fakultas.

Di samping itu Magang merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mencoba mengenal lingkungan kerja yang akan mereka hadapi setelah mereka lulus nanti serta berbaur dan mengabdi pada masyarakat serta mengaplikasikan segala teori yang telah diajarkan di bangku kuliah. Wadah yang akan menjadi front vision bagi mahasiswa untuk mendasari mereka dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan.  

B. Tujuan Magang DPRD
Tujuan Magang di DPRD adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mengetahui Fungsi, Tugas Dan kewenangan, keanggotaan, Hak, kewajiban, Fraksi, Alat Kelengkapan, pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Persidangan dan pengambilan Keputusan, Tata Tertib dan Kode Etik, larangan dan sanksi, pemberhentian antar waktu, pergantian antar waktu, pemberhentian sementara, Penyidikan, sistem pendukung ,  berdasarkan UU No 27 Tahun 2009.
Target :

a. Mahasiswa memahami fungsi DPRD sesuai pasal 343 UU No 27 Tahun 2009.
Luaran : 

· Mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan contoh-contohnya tentang fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan
Metode :

· Mahasiswa melakukan penelusuran dan pencarian terkait dengan perturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
· Diskusi dengan anggota dewan, secretariat dewan dan staf ahli dewan.
b. Mahasiswa memahami tugas dan wewenang DPRD berdasarkan pasal 344 UU No 27 Tahun 2009

Luaran : 

Mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan contoh-contohnya tentang tugas dan wewenang DPRD (ayat 1 huruf a – k pasal 344)
· Mahasiswa mampu menjelaskan pembentukan peraturan daerah kabupaten / kota
· Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai pembahasan dan persetujuan DPRD mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati / Walikota.
· Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA dan APBD Kabupaten / Kota
· Mahasiswa dapat menjelaskan proses pengangkatan / pemberhentian bupati / walikota dan /atau wakil bupati / wakil walikota.
· Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai pemilihan wakil bupati / wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati / wakil walikota
· Mahasiswa mampu menjelaskan tentang proses pemberian pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten / kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.

· Mahasiswa mampu menjelaskan tentang proses persetujuan atas rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten / kota.

· Mahasiswa mampu menjelaskan proses permintaan pertanggungjawaban bupati / walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten / kota.

· Mahasiswa dapat menjelaskan proses persetujuan atas rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat atau daerah.

· Mahasiswa dapat menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten / kota dalam hal melaksanakan kewajiban daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

· Mahasiswa dapat menjelaskan tugas dan wewenang lain DPRD yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Metode :

· Mahasiswa melakukan penelusuran dan pencarian terkait dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tentang tugas dan wewenang DPRD.
· Diskusi dengan anggota dewan, sekretariat dewan dan staf ahli dewan.
c. Mahasiswa mengetahui Keanggotaan dalam DPRD berdasarkan pasal 345 UU No 27 tahun 2009

Luaran :

· Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai jumlah minimal dan maksimal keanggotaan DPRD.

· Mahasiswa dapat menjelaskan legalitas keanggotaan DPRD

· Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai masa berakhirnya keanggotaan DPRD.

· Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai proses pengambilan sumpah anggota DPRD.

· Mahasiswa mampu menyebutkan isi sumpah / janji Anggota DPRD.

· Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai teknis pengambilan sumpah.

Metode :

· Diskusi dengan anggota dewan, sekretariat dewan dan staf ahli dewan.
· Mahasiswa melakukan penelusuran data (dokumen, Undang-undang, dll) mengenai keanggotaan DPRD, isi sumpah / janji anggota DPRD, dan teknis pengambilan sumpah.

d. Mahasiswa mengetahui Tentang hak – hak DPRD berdasarkan pasal 349 Jo Pasal 350 UU No 27 Tahun 2009.

Luaran : 

· Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan pelaksanaan hak-hak DPRD berdasarkan pasal 349
· Mahasiswa dapat menjelaskan pelaksanaan hak interpelasi yang dilakukan DPRD

· Mahasiswa dapat menjelaskan pelaksanaan hak angket yang dilakukan DPRD

· Mahasiswa dapat menjelaskan pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang dilakukan DPRD 

· Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan pelaksanaan hak keanggotaan DPRD berdasarkan pasal 350 UU No 27 Tahun 2009

· Mahasiswa dapat menjelaskan pelaksanaan hak anggota DPRD dalam mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

· Mahasiswa dapat menjelaskan pelaksanaan hak anggota DPRD dalam mengajukan Pertanyaan.

· Mahasiswa dapat menjelaskan pelaksanaan hak anggota DPRD dalam Menyampaikan usul dan pendapat.

· Mahasiswa dapat menjelaskan pelaksanaan hak anggota DPRD dalam memilih dan dipilih.

· Mahasiswa dapat menjelaskan pelaksanaan hak anggota DPRD dalam membela diri.

· Mahasiswa dapat menjelaskan pelaksanaan hak anggota DPRD mengenai imunitas.

· Mahasiswa dapat menjelaskan pelaksanaan hak anggota DPRD dalam mengikuti orientasi dan pendalaman tugas.

· Mahasiswa dapat menjelaskan pelaksanaan hak anggota DPRD dalam hal protokoler.

· Mahasiswa dapat menjelaskan pelaksanaan hak anggota DPRD dalam hal keuangan dan administratif.

Metode :

· Diskusi dengan anggota dewan, sekretariat dewan dan staf ahli dewan.
· Penelusuran Data (Dokumen, berita di internet, media massa, dll) mengenai pelaksanaan hak-hak DPRD.
· Mahasiswa mengamati secara langsung pelaksanaan hak-hak yang dimiliki oleh DPRD.
e. Mahasiswa mengetahui kewajiban anggota DPRD berdasar pasal 351 UU No 27 Tahun 2009.

Luaran :

Mahasiswa memahami dan menjelaskan Pelaksanaan kewajiban anggota DPRD

· Mahasiswa dapat menjelaskan kewajiban anggota DPRD dalam memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.

· Mahasiswa dapat menjelaskan kewajiban anggota DPRD dalam melaksanakan UUD 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan.

· Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai kewajiban anggota DPRD dalam mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia.

· Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai kewajiban anggota DPRD dalam mendahulukan kepentingan Negara.

· Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai kewajiban anggota DPRD dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.

· Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai kewajiban anggota DPRD dalam menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

· Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai kewajiban anggota DPRD dalam menaati tata tertib dan kode etik.

· Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai kewajiban anggota DPRD dalam menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten / kota.

· Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai kewajiban anggota DPRD dalam menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.

· Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai kewajiban anggota DPRD dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.

· Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai kewajiban anggota DPRD dalam memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Metode :

· Diskusi dengan anggota dewan, sekretariat dewan dan staf ahli dewan.

· Penelusuran Data (Dokumen, berita di internet, media massa, dll) mengenai pelaksanaan kewajiban anggota DPRD. 
· Mahasiswa melakukan pengamatan secara langsung tentang pelaksanaan kewajiban anggota DPRD.
f. Mahasiswa mengetahui Fraksi dalam DPRD berdasarkan pasal 352 UU No 27 tahun 2009

Luaran : 

· Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Fraksi dalam DPRD

· Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai keharusan  anggota DPRD untuk menjadi salah satu anggota dalam fraksi di DPRD.

· Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai Jumlah Fraksi dalam DPRD

· Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai Fraksi Gabungan.

· Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai secretariat DPRD Kabupaten / kota yang menyediakan sarana anggaran , dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Metode : 

· Diskusi dengan anggota dewan, sekretariat dewan dan staf ahli dewan.

· Penelusuran Data (Dokumen, berita di internet, media massa, dll) mengenai Fraksi dalam DPRD. 
· Mahasiswa melakukan pengamatan secara langsung tentang Fraksi– fraksi dalam DPRD.

g. Mahasiswa mengetahui alat kelengkapan DPRD berdasarkan pasal 353 UU  No 27 Tahun 2009

Luaran :

Mahasiswa mampu menjelaskan alat-alat kelengkapan dalam DPRD 

· Mahasiswa mampu menjelaskan alat kelengkapan DPRD kabupaten / kota berupa Pimpinan

· Mahasiswa mampu menjelaskan alat kelengkapan DPRD kabupaten / kota berupa Badan Musyawarah

· Mahasiswa mampu menjelaskan alat kelengkapan DPRD kabupaten / kota berupa Komisi

· Mahasiswa mampu menjelaskan alat kelengkapan DPRD kabupaten / kota berupa Badan Legislasi Daerah

· Mahasiswa mampu menjelaskan alat kelengkapan DPRD kabupaten / kota berupa Badan Anggaran

· Mahasiswa mampu menjelaskan alat kelengkapan DPRD kabupaten / kota berupa Badan Kehormatan

· Mahasiswa mampu menjelaskan alat kelengkapan DPRD kabupaten / kota berupa alat kelengkapan lain yang dibentuk oleh rapat paripurna.

· Mahasiswa mampu menjelaskan alat kelengkapan DPRD kabupaten / kota berupa Sekretariat.

Metode : 

· Diskusi dengan anggota dewan, sekretariat dewan dan staf ahli dewan.

· Penelusuran Data (Dokumen, berita di internet, media massa, dll) mengenai Alat Kelengkapan dalam DPRD. 
· Mahasiswa melakukan pengamatan secara langsung tentang Alat Kelengkapan dalam DPRD.

h. Mahasiswa mengetahui pelaksanaan hak DPRD berdasarkan pasal 357 UU No 27 Tahun 2009

Luaran :

· Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pelaksanaan hak-hak DPRD.

· Mahasiswa mampu menjelaskan tentang teknis pelaksanaan hak interpelasi berdasarkan pasal 357 UU No 27 Tahun 2009

· Mahasiswa mampu menjelaskan tentang teknis pelaksanaan hak Angket berdasarkan pasal 359 s/d 363 UU No 27 Tahun 2009

· Mahasiswa mampu menjelaskan tentang teknis pelaksanaan hak menyatakan pendapat berdasarkan pasal 364 s/d 365 UU No 27 Tahun 2009

· Mahasiswa mampu menjelaskan tentang teknis pelaksanaan hak imunitas berdasarkan pasal 366 UU No 27 Tahun 2009

· Mahasiswa mampu menjelaskan tentang teknis pelaksanaan hak Protokoler berdasarkan pasal 367 UU No 27 Tahun 2009

· Mahasiswa mampu menjelaskan tentang teknis pelaksanaan hak Keuangan dan Administratif berdasarkan pasal 368 UU No 27 Tahun 2009

Metode :

· Diskusi dengan anggota dewan, sekretariat dewan dan staf ahli dewan.

· Penelusuran Data (Dokumen, berita di internet, media massa, dll) mengenai Pelaksanaan Hak dalam DPRD. 
· Mahasiswa melakukan pengamatan secara langsung tentang pelaksanaan hak dalam DPRD.

i. Mahasiswa mengetahui persidangan dan pengambilan keputusan berdasar pasal 369 s/d 375 UU No 27 tahun 2009

Luaran :

Mahasiswa menyaksikan dan mampu menjelaskan mengenai proses dan teknis persidangan dan pembuatan keputusan 

Metode :

· Diskusi dengan anggota dewan, sekretariat dewan dan staf ahli dewan.

· Penelusuran Data (Dokumen, berita di internet, media massa, dll) mengenai Pelaksanaan sidang dalam DPRD. 
· Mahasiswa melakukan pengamatan secara langsung tentang pelaksanaan sidang dalam DPRD.

· Mahasiswa ikut dalam sidang di DPRD

j. Mahasiswa mengetahui dan memahami Tata tertib dan kode etik Dalam DPRD

Luaran : 

· Mahasiswa mampu menjelaskan tentang tata tertib dalam DPRD 

· Mahasiswa mampu menjelaskan tentang isi ketentuan tata tertib DPRD Kabupaten / Kota

· Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pelaksanaan ketentuan tata tertib DPRD Kabupaten / Kota

· Mahasiswa mampu menjelaskan Tentang kode etik dalam DPRD

· Mahasiswa mampu menjelaskan tentang isi ketentuan kode etik DPRD Kabupaten / Kota

· Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pelasanaan ketentuan kode etik DPRD kabupaten / Kota

· Mahasiswa mengetahui penegakan Tata tertib dan kode Etik dalam DPRD Kabupaten / Kota

Metode :

· Diskusi dengan anggota dewan, sekretariat dewan dan staf ahli dewan.

· Penelusuran Data (Dokumen, berita di internet, media massa, dll) mengenai Tata Tertib dan kode etik serta pelaksanaannya Oleh DPRD. 
· Mahasiswa melakukan pengamatan secara langsung tentang pelaksanaan Tata Tertib dan Kode etik dalam DPRD.

k. Mahasiswa memahami tentang sanksi dan larangan dalam DPRD 378 – 382 UU No 27 tahun 2009

Luaran :

· Mahasiswa mampu menjelaskan tentang sanksi dan larangan dalam DPRD

· Mahasiswa memahami dan menjelaskan tentang pelaksanaan penjatuhan sanksi dan larangan.
Metode :

· Diskusi dengan anggota dewan, sekretariat dewan dan staf ahli dewan.

· Penelusuran Data (Dokumen, berita di internet, media massa, dll) mengenai Sanksi dan Larangan dalam DPRD. 
· Mahasiswa melakukan pengamatan secara langsung tentang pelaksanaan Sanksi dan larangan dalam DPRD.

l. Mahasiswa mengetahui tentang pemberhentian antar waktu, pergantian antar waktu dan penghentian sementara.
Luaran :

· Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai pemberhentian antar waktu, pergantian antar waktu, penghentian sementara.

· Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai pelaksanaan pemberhentian antar waktu, pergantian antar waktu, penghentian sementara.
Metode :

· Diskusi dengan anggota dewan, sekretariat dewan dan staf ahli dewan.

· Penelusuran Data (Dokumen, berita di internet, media massa, dll) mengenai pemberhentian antar waktu, pergantian antar waktu, penghentian sementara dalam DPRD. 
· Mahasiswa melakukan pengamatan secara langsung tentang pelaksanaan pemberhentian antar waktu, pergantian antar waktu, penghentian sementara dalam DPRD.

m. Mahasiswa mengetahui tentang penyidikan Dalam DPRD berdasarkan pasal 391 UU No 27 tahun 2009
Luaran :

· Mahasiswa memahami dan menjelaskan mengenai penyidikan dalam DPRD

· Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai teknis penyidikan (Misal, siapa penyidik, siapa yang dipanggil, siapa yang memangil, perizinan Gubernur, dll) dalam DPRD 

Metode :

· Penelusuran Data (Dokumen, berita di internet, media massa, dll) mengenai penyidikan dalam DPRD.

· Diskusi dengan anggota dewan, sekretariat dewan dan staf ahli dewan.

· Mahasiswa melakukan pengamatan secara langsung tentang penyidikan dalam DPRD.

n. Mahasiswa mengetahui sistem pendukung dalam DPRD (pasal 396 – 399 UU No 27 tahun 2009)

Luaran : 

· Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tentang Sekretariat, kelompok pakar atau tim ahli.

· Mahasiwa mampu memahami dan menjelaskan tentang pelaksanaan dalam Sekretariat, kelompok pakar atau tim ahli.

Metode :

· Penelusuran Data (Dokumen, berita di internet, media massa, dll) mengenai Sekretariat, kelompok pakar atau tim ahli dalam DPRD.

· Diskusi dengan anggota dewan, sekretariat dewan dan staf ahli dewan.

· Mahasiswa melakukan pengamatan secara langsung tentang Sekretariat, kelompok pakar atau tim ahli dalam DPRD.

2. Mahasiswa dapat melakukan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan Fungsi, Tugas Dan kewenangan, keanggotaan, Hak, kewajiban, Fraksi, Alat Kelengkapan, pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Persidangan dan pengambilan Keputusan, Tata Tertib dan Kode Etik, larangan dan sanksi, pemberhentian antar waktu, pergantian antar waktu, pemberhentian sementara, Penyidikan, sistem pendukung,  berdasarkan UU No 27 Tahun 2009 (misalnya penyuluhan, pendampingan, advokasi, dll).;

Target : 

a. mahasiswa dapat melakukan Penyuluhan terkait tentang Fungsi, Tugas Dan kewenangan, keanggotaan, Hak, kewajiban, Fraksi, Alat Kelengkapan, pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Persidangan dan pengambilan Keputusan, Tata Tertib dan Kode Etik, larangan dan sanksi, pemberhentian antar waktu, pergantian antar waktu, pemberhentian sementara, Penyidikan, sistem pendukung,  berdasarkan UU No 27 Tahun 2009 (misalnya penyuluhan, pendampingan, advokasi, dll).;

Luaran : 

· mahasiswa mampu mengorganisir kegiatan penyuluhan.

· Mahasiswa mampu membuat proposal kerjasama tentang penyuluhan.

· Mahasiswa mampu melakukan pendampingan / advokasi terhadap masyarakat mengenai kewajiban, tugas, wewenang, anggota dewan yang tidak dilaksanakan.
Metode :

· Mahasiswa terlibat dalam proses pengorganisiran kegiatan penyuluhan 

· Koordinasi (rapat, diskusi, pembahasan konsep)

· Latihan pembuatan proposal

· TOT tentang advokasi

C. Ketentuan Umum Pelaksanaan Magang

1. Kurun Waktu Pelaksanaan 
Program Magang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dilaksanakan dalam tenggang waktu sebagai berikut: 

1. Pada dasarnya magang ini dilaksanakan pada waktu liburan semester baik liburan semester ganjil maupun semester genap, akan tetapi magang ini juga dapat dilaksanakan selama perkuliahan aktif dengan memenuhi beberapa syarat-syarat yang ditentukan kemudian;

2. Magang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dilaksanakan minimum selama 30 hari kerja dengan asumsi jam kerja dihitung selama 8-10 jam kerja perhari sehingga jumlah total pelaksanaan magang dalam hitungan jam adalah 240-300 jam kerja perhari. 

3. Untuk jumlah total hari pelaksanaan menyesuaikan dengan jumlah jam yang sudah ditempuh oleh peserta Magang. Yang terpenting adalah Mahasiswa Peserta Magang minimum telah menempuh Magang selama 240 – 300 jam kerja.
Program Magang ini pada dasarnya dapat dilaksanakaan di semua wilayah baik lokal di Malang Raya, Regional Jawa Timur Maupun Nasional baik di daerah-daerah di Luar Jawa Timur maupun di tingkat Pusat. Magang ini juga dapat dilaksanakan di Luar Wilayah Indonesia atu di Luar Negeri. 

2. Tata Tertib Peserta Selama Pelaksanaan Magang
1. Setiap peserta Magang wajib mengikuti pembekalan magang sesuai jadwal yang diselenggarakan oleh DPL;

2. Setiap peserta Magang harus terlibat aktif dalam segala aktifitas yang dilakukan oleh lembaga atau instansi tempat magang;

3. Mengamati segala mekanisme kerja yang dilakukan oleh lembaga atau instansi tempat Magang; Mengamati secara mendalam mengenai aspek hukum yang akan menjadi bahan laporan sesuai dengan tema secara spesifik dan dominan dalam menjalankan fungsi kerja lembaga atau instansi tempat Magang;

4. Menjaga ketertiban dan mentaati segala aturan yang ditetapkan oleh lembaga atau instansi tempat Magang;

5. Menjaga harkat, martabat, dan kehormatan serta nama baik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan/atau lembaga atau instansi tempat Magang;

6. Semua peserta pada saat mengikuti Magang wajib memakai pakaian yang sopan;

· Bagi Peserta Putra: memakai seragam jas almamater, bersepatu, baju putih dan celana hitam;

· Bagi Peserta Putri: memakai seragam jas almamater, bersepatu, baju putih dan celana/rok hitam, wajib berjilbab, dilarang berpakaian ketat;

· Atau Sesuai dengan Ketentuan pada tempat magang.

7. Kehadiran di tempat magang adalah 100%, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, bagi mahasiswa yang karena satu dan lain hal tidak bisa masuk/ mengikuti magang, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib menggantinya di hari lain sesuai dengan kesepakatan dengan tempat magang.
8. Peserta Magang tidak boleh merangkap jadwal magangnya dengan jadwal kuliah maupun jadwal kegiatan-kegiatan lainnya. Apabila peserta magang mengambil jadwal magang pada waktu perkuliahan aktif harus menyesuaikan jadwal magangnya dengan jadwal kuliah dan jadwal-jadwal lainnya. 

9. Pada dasarnya jadwal magang tidak boleh berbenturan dengan jadwal kuliah. Dalam hal magang dilaksanakan pada waktu perkuliahan aktif, intansi magang harus mengetahui jadwal perkuliahan dari peserta magang sehingga jadwal magang bisa disesuaikan tentunya dengan persetujuan dari instansi magang. 

10. Setiap peserta magang wajib mentaati semua tata tertib yang berlaku baik di lingkungan UMM maupun di Instansi Magang.

11. Bagi peserta magang yang melanggar tata tertib magang ini akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan UMM maupun di tempat magang.
Lampiran-1 : FORMAT COVER PROPOSAL MAGANG
PROPOSAL MAGANG

DI ........................................

Alamat ....................................................
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Oleh:

Nama
: ..................................

NIM
: ..................................

LABORATORIUM HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

20....... / 20.......
Lampiran-2 : FORMAT LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL MAGANG
LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL MAGANG 

DI …………………………..

Alamat ……………………………..

Proposal magang ini telah diketahui, disetujui dan disahkan oleh pihak-pihak berwenang sebagaimana tersebut di bawah ini :
Malang, ……………………

   Menyetujui, 






Instruktur Pembimbing Proposal


Ketua Kelompok Magang

    (……………………………)


(………………………...)
Mengesahkan,

Kepala Laboratorium Hukum

Fakultas Hukum UMM
(…………………………….)
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